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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012  NOMOR :   1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR  1  TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan 
pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang 
menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan serta 
meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, 
kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum 
terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di 
Kabupaten Magelang, diperlukan pengaturan 
mengenai izin Gangguan;

b. bahwa pengaturan mengenai izin gangguan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin 
Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan 
peraturanperundang-undangan, perkembangan, 
dan dinamika kehidupan yang ada dalam 
masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin 
Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 
Statsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana 
telah diubah dan ditambah terakhir dengan 
Statsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724);
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3258)  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5145); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4987); 

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 
7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan 

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN 
GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.
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5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak 
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, 
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan 
umum secara terus-menerus.

6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian 
izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di 
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan 
gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah 
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan 
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu 
tempat.

8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk 
mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan 
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.

11. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk 
kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus. 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perizinan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perizinan. 

13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut 
PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari: 
a. lingkungan; 
b. sosial kemasyarakatan; dan 
c. ekonomi. 

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air 
tanah, sungai, udara, dan gangguan yang bersumber dari 
getaran, kebisingan, kebauan, limbah cair dan/atau limbah 
padat.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman 
kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. 

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c meliputi ancaman terhadap: 
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak 

yang berada di sekitar lokasi usaha. 

BAB III 
OBJEK DAN SUBJEK IZIN 

Pasal 3

(1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di 
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, 
kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial 
kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
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(2) Tempat usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang menjadi Objek Izin Gangguan adalah semua jenis 
usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan 

berdampak sangat kecil;
b. Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan 

berdampak kecil;
c. Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan 

berdampak sedang;
d. Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan 

berdampak besar;
e. Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan 

berdampak sangat kecil;
f. Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan 

berdampak kecil;
g. Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan 

berdampak sedang; dan
h. Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan 

berdampak besar.

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek izin yaitu setiap orang atau badan yang mendirikan, 
mengubah, menambah  dan/atau memperluas tempat 
usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan 
gangguan bagi masyarakat dan/ atau lingkungan.

BAB IV 
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat 
usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan 
terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi 
wajib memiliki izin. 

(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi: 
a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri; 
b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan 

yang telah memiliki izin gangguan; atau
c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam 

bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya 
tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 6

(1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perizinan pemberi izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, 

rasional, dan terbuka; 
b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak 

diskriminatif; 
c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin 

dikeluarkan;
d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha 

dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di 
lapangan;

f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi dalam hal 
permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah 
memenuhi persyaratan;

h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan 
prima; dan

i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
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